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Abstract. This study aims to analyze the application of the Zero Based Budgeting (ZBB) method in budget 

management in 2025 as a strategic step to improve efficiency, transparency, and accountability in public financial 

governance. ZBB is a budgeting approach that requires each organizational unit to prepare a budget from zero 

without referring to previous allocations, so that each expenditure must be logically justified based on actual 

needs and strategic priorities. In the context of increasing fiscal pressures and demands for bureaucratic reform, 

the relevance of ZBB is increasingly strengthening. Using a qualitative approach through literature studies and 

policy analysis, this study evaluates the effectiveness, constraints, and prospects of ZBB implementation in various 

government sectors that are undergoing digital transformation, such as immigration services and public services. 

The results of the study show that although ZBB is able to improve budget efficiency and build a more responsible 

work culture, its success is highly dependent on the readiness of human resources, reliable information systems, 

and strong political support. Therefore, the implementation of ZBB in 2025 needs to be accompanied by systematic 

training, supporting regulations, and an integrated performance evaluation system to produce a significant 

impact on better budgeting practices. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode Zero Based Budgeting (ZBB) dalam 

manajemen anggaran tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik. ZBB merupakan pendekatan penganggaran yang mewajibkan 

setiap unit organisasi menyusun anggaran dari titik nol tanpa mengacu pada alokasi sebelumnya, sehingga setiap 

pengeluaran harus dibenarkan secara logis berdasarkan kebutuhan aktual dan prioritas strategis. Dalam konteks 

meningkatnya tekanan fiskal dan tuntutan reformasi birokrasi, relevansi ZBB semakin menguat. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kebijakan, penelitian ini mengevaluasi 

efektivitas, kendala, dan prospek implementasi ZBB di berbagai sektor pemerintahan yang tengah mengalami 

transformasi digital, seperti layanan imigrasi dan pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun 

ZBB mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan membangun budaya kerja yang lebih bertanggung jawab, 

keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi yang handal, serta 

dukungan politik yang kuat. Oleh karena itu, penerapan ZBB di tahun 2025 perlu disertai pelatihan sistematis, 

regulasi pendukung, serta sistem evaluasi kinerja yang terintegrasi untuk menghasilkan dampak yang signifikan 

terhadap praktik penganggaran yang lebih baik. 

 

Kata kunci: Penganggaran; Efisiensi; Reformasi Kebijakan; Manajemen Keuangan Publik; Penganggaran 

Berbasis Nol.  

 

1. LATAR BELAKANG 

Manajemen anggaran merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan yang 

akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika 

global dan tantangan domestik seperti ketidakpastian ekonomi, disrupsi digital, dan krisis 

iklim, pendekatan tradisional penganggaran berbasis incremental budgeting yang hanya 

menyesuaikan alokasi berdasarkan tahun sebelumnya semakin dinilai tidak relevan. Oleh 

karena itu, metode Zero Based Budgeting (ZBB) menjadi alternatif yang menarik perhatian 
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karena pendekatannya yang menuntut setiap entitas anggaran untuk memulai perencanaan dari 

nol, dengan setiap pos pembiayaan harus dibenarkan berdasarkan kebutuhan aktual, bukannya 

warisan historis (Robinson, 2022). 

Dalam konteks pengelolaan anggaran nasional tahun 2025, penerapan ZBB menjadi 

relevan dengan meningkatnya urgensi efisiensi fiskal, peningkatan akuntabilitas, serta 

dorongan terhadap transformasi digital dalam sektor publik (Nugroho, 2021; OECD, 2023). 

ZBB diyakini mampu mengurangi pemborosan, memperkuat justifikasi anggaran, dan 

mendukung penyesuaian alokasi sumber daya secara lebih fleksibel terhadap prioritas 

pembangunan nasional. Transformasi digital yang tengah berlangsung di berbagai sektor 

pemerintahan menjadi katalisator penting dalam implementasi ZBB. Digitalisasi 

memungkinkan proses penganggaran menjadi lebih transparan, real-time, dan terdokumentasi 

dengan baik. Pemerintah Indonesia, melalui dokumen Rencana Aksi Transformasi Digital 

Indonesia 2020–2024 yang dirilis Bappenas (2023), menegaskan bahwa sistem digital seperti 

e-budgeting, cloud-based decision support, dan data analytics merupakan komponen utama 

yang mendukung prinsip ZBB. Dalam praktiknya, teknologi informasi memungkinkan 

integrasi antara kebutuhan program dengan outcome yang terukur, sebagaimana ditunjukkan 

oleh Nugraheni (2022) yang meneliti penggunaan sistem e-budgeting di tingkat kementerian. 

Pemanfaatan sistem seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan 

SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) juga memberikan fondasi bagi penerapan 

ZBB dalam lingkungan birokrasi yang kompleks (Kementerian Keuangan, 2024). Lebih lanjut, 

studi kasus terhadap sistem e-Visa oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bagaimana 

pendekatan berbasis data mendorong perencanaan anggaran yang efisien dan responsif. 

Evaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (2023) serta laporan investigatif Detik News 

(2024) mengungkapkan bahwa kebutuhan seperti modernisasi infrastruktur digital, pelatihan 

SDM teknis, dan penguatan keamanan siber tidak dapat lagi didanai dengan pendekatan 

anggaran tradisional. Dalam konteks ini, ZBB menjadi kerangka kerja yang sesuai karena setiap 

kebutuhan harus diuraikan berdasarkan prioritas dan output yang diharapkan, sebagaimana 

juga ditekankan oleh Susanto & Dewi (2023). 

Studi perbandingan internasional juga menunjukkan tren adopsi ZBB di negara-negara 

seperti India, Korea Selatan, dan Malaysia. Di India, Kementerian Keuangan mulai 

menerapkan ZBB dalam Performance Based Budgeting untuk proyek infrastruktur digital sejak 

2022, dengan dukungan Public Financial Management System (PFMS) (Ministry of Finance 

India, 2023). Malaysia, melalui Immigration Department (2023), menerapkan pendekatan 

serupa dalam pengembangan sistem MyIMMS eServices, yang memungkinkan perencanaan 
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pengeluaran berbasis target dan kebutuhan aktual. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ZBB 

dapat diintegrasikan dalam transformasi digital asalkan didukung oleh sistem data yang 

memadai dan kerangka akuntabilitas yang kuat. Namun demikian, tantangan penerapan ZBB 

tidak bisa diabaikan. Menurut UN DESA (2022) dan World Bank (2023), kendala utama di 

negara berkembang meliputi: terbatasnya kapasitas SDM untuk melakukan analisis kebutuhan 

secara mendalam, fragmentasi sistem informasi keuangan, dan resistensi organisasi terhadap 

perubahan. Di Indonesia, hambatan serupa teridentifikasi dalam studi BPKP (2023) yang 

menyatakan bahwa hanya 27% instansi pemerintah yang memiliki perangkat analisis 

kebutuhan program yang memadai dan terdokumentasi secara digital. 

Selain itu, resistensi budaya birokrasi yang masih dominan prosedural juga menyulitkan 

adopsi ZBB secara substansial. Hal ini diperkuat oleh temuan McKinsey & Company (2023) 

yang menyebutkan bahwa keberhasilan ZBB sangat tergantung pada komitmen kepemimpinan, 

digital maturity institusi, serta sistem evaluasi kinerja yang berbasis outcome, bukan hanya 

output administratif. Dengan mempertimbangkan seluruh konteks di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana ZBB dapat diintegrasikan dalam praktik manajemen 

anggaran nasional 2025, khususnya pada sektor yang terdigitalisasi secara cepat seperti 

imigrasi dan pelayanan publik berbasis TIK lainnya. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi 

sinergi antara ZBB dan agenda transformasi digital nasional sebagaimana dijelaskan oleh 

Kominfo (2024) dan BSSN (2024), serta menggali pelajaran dari penerapan serupa di negara 

tetangga untuk mengembangkan rekomendasi strategis berbasis data dan realita institusional 

Indonesia. 

Selain menjadi instrumen fiskal yang adaptif terhadap kebutuhan aktual, Zero Based 

Budgeting (ZBB) juga berperan penting dalam memperbaiki kualitas belanja negara, khususnya 

dengan mengarahkan sumber daya ke program-program yang memberikan dampak sosial dan 

ekonomi tertinggi. Dalam konteks ini, ZBB tidak sekadar menjadi alat teknokratis, tetapi juga 

alat strategis dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). OECD (2023) menekankan bahwa 

ZBB berpotensi mendukung penguatan program prioritization dan menghindari duplikasi 

program yang sering terjadi dalam pendekatan tradisional. Salah satu elemen kunci 

keberhasilan ZBB adalah integrasi antara penganggaran berbasis kinerja (Performance Based 

Budgeting) dengan evidence-based policy. Dengan meningkatnya akses terhadap big data, 

pemerintah memiliki peluang untuk mengukur efektivitas program secara lebih akurat melalui 

indikator hasil dan dampak (outcome & impact indicators), bukan hanya serapan anggaran 

semata. Studi oleh Allen & Grigoli (2022) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat 
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kematangan digital tinggi, seperti Estonia dan Finlandia, telah memanfaatkan data analitik 

untuk mendukung proses evaluasi anggaran berbasis kebutuhan, dengan hasil berupa efisiensi 

fiskal rata-rata 12–18% di sektor-sektor tertentu. 

Dalam konteks Indonesia, potensi pemanfaatan big data untuk mendukung ZBB mulai 

terlihat melalui platform-platform seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara), e-Monev, serta integrasi data belanja melalui SAKTI dan SIPD (Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah). Namun, studi Pusdiklatwas BPKP (2023) menyebutkan bahwa masih 

terdapat ketimpangan kapasitas antar-instansi dalam menganalisis dan memanfaatkan data 

tersebut. Oleh karena itu, implementasi ZBB perlu ditopang oleh peningkatan literasi digital 

fiskal, interoperabilitas sistem informasi keuangan, dan pelibatan auditor internal sejak awal 

proses perencanaan anggaran. Lebih jauh, dinamika politik-anggaran juga menjadi variabel 

penting yang memengaruhi efektivitas ZBB. Dalam sistem pemerintahan yang multipartai 

seperti Indonesia, perumusan anggaran sering kali menjadi arena negosiasi kepentingan antara 

lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila tidak disinergikan, ZBB berisiko menjadi sekadar 

compliance exercise yang tidak menyentuh substansi efisiensi belanja. Oleh sebab itu, 

transparansi dalam penyusunan asumsi kebutuhan, serta partisipasi publik dalam proses 

perencanaan (misalnya melalui public hearing digital), menjadi prasyarat penting agar ZBB 

benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan elit birokrasi. Adopsi 

ZBB juga memiliki implikasi langsung terhadap reformasi manajemen sumber daya manusia 

di sektor publik. Karena ZBB menuntut justifikasi detail atas setiap pos belanja, maka setiap 

pejabat fungsional dan perencana dituntut untuk memiliki kompetensi analitis dan strategis 

yang tinggi. Model pelatihan berbasis simulasi anggaran dan digital decision modeling, seperti 

yang mulai diterapkan oleh Kementerian PAN-RB melalui Digital Government Competency 

Framework (2024), menjadi langkah awal yang menjanjikan. 

Tidak kalah penting, aspek keberlanjutan (sustainability) dan responsivitas terhadap 

krisis juga perlu menjadi perhatian. Pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa fleksibilitas dan 

kecepatan dalam pengambilan keputusan fiskal sangat krusial. Dalam konteks ini, ZBB 

memberikan ruang untuk melakukan reprioritization anggaran secara cepat dengan tetap 

berbasis data. Hal ini relevan dalam menghadapi tantangan ke depan seperti perubahan iklim, 

ketahanan pangan, dan disrupsi teknologi yang memerlukan respons fiskal yang agile dan 

akuntabel (World Economic Forum, 2024). Terakhir, pengalaman dari sektor swasta juga 

memberikan pembelajaran penting. Beberapa BUMN di Indonesia telah mulai mengadopsi 

prinsip ZBB dalam perencanaan operasional dan investasi berbasis cost-benefit analysis. PT 

Telkom Indonesia, misalnya, dalam laporan keuangan tahunannya (2023) menyatakan bahwa 
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pengadopsian pendekatan ZBB pada proyek digitalisasi internal menghasilkan efisiensi biaya 

hingga 20% dibandingkan pendekatan budgeting historis. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan pendekatan penganggaran yang relatif modern 

dan menantang kebiasaan birokrasi anggaran konvensional. Berbeda dengan sistem 

penganggaran tradisional yang bersifat inkremental dan hanya melakukan penyesuaian 

terhadap anggaran sebelumnya, ZBB menuntut setiap satuan kerja untuk menyusun seluruh 

komponen anggaran dari titik nol setiap tahun, dengan justifikasi yang sistematis dan berbasis 

kebutuhan aktual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeliminasi pemborosan anggaran, 

mengefisienkan belanja negara, dan mendorong akuntabilitas di setiap level pemerintahan. 

Nugroho (2021) menekankan bahwa dalam era digital, perencanaan anggaran harus mampu 

menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan publik yang semakin kompleks dan menuntut 

responsivitas yang tinggi.  

Oleh karena itu, ZBB dipandang sebagai instrumen yang potensial dalam reformasi 

manajemen keuangan negara. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan Indonesia, 

ZBB semakin relevan karena mampu terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi 

berbasis data. Bappenas (2023) dalam Rencana Aksi Transformasi Digital Indonesia 2020– 

2024 menguraikan bahwa digitalisasi merupakan prasyarat menuju tata kelola pemerintahan 

yang transparan, efisien, dan adaptif. Pendekatan digital memungkinkan pengumpulan data 

kebutuhan secara akurat, yang menjadi dasar penyusunan anggaran berbasis ZBB. Nugraheni 

(2022) menunjukkan bahwa implementasi manajemen data keimigrasian berbasis cloud 

memberikan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan memudahkan 

evaluasi secara berkala. Dengan demikian, sinergi antara ZBB dan transformasi digital bukan 

hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi 

nasional yang lebih luas. Studi-studi empiris dalam konteks layanan keimigrasian, khususnya 

penerapan e-Visa, memberikan ilustrasi konkret atas pentingnya pendekatan penganggaran 

yang fleksibel dan berbasis kebutuhan. Menurut Kementerian Hukum dan HAM (2023), sistem 

e-Visa yang dikembangkan membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sekadar rutin, 

melainkan berdasarkan kebutuhan spesifik seperti infrastruktur digital, keamanan data, serta 

pelatihan sumber daya manusia. Hal ini menegaskan relevansi penerapan ZBB dalam 

memastikan setiap alokasi anggaran memiliki landasan yang kuat dan terukur.  

Susanto dan Dewi (2023) juga menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap 

layanan e-government sangat bergantung pada efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas 
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layanan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penerapan ZBB dapat menjadi kerangka kerja yang 

strategis dalam mendukung kualitas belanja negara di sektor-sektor digital. Namun demikian, 

berbagai literatur juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi ZBB, 

khususnya dalam konteks birokrasi negara berkembang. UN DESA (2022) dan World Bank 

(2023) menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam penerapan ZBB adalah resistensi 

institusional, keterbatasan kapasitas analitis aparatur, serta belum optimalnya integrasi sistem 

penganggaran dengan sistem informasi manajemen. Selain itu, kecenderungan pola pikir 

birokrasi yang masih mempertahankan status quo menjadi hambatan psikologis dalam 

mengadopsi pendekatan anggaran berbasis nol. Dalam konteks Indonesia, kendala tersebut 

juga tercermin dalam berbagai evaluasi layanan digital yang belum optimal, seperti yang 

dikemukakan oleh Setyawan (2022) dalam analisisnya terhadap digitalisasi layanan imigrasi. 

Sebagai perbandingan, studi regional yang dilakukan oleh Immigration Department of 

Malaysia (2023) menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN yang mengadopsi ZBB dalam 

proyek digital mereka cenderung lebih adaptif dalam mengelola risiko fiskal serta lebih lincah 

dalam merespons kebutuhan layanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2023) 

dalam Digital Government Index yang menempatkan inovasi kebijakan fiskal berbasis data 

sebagai salah satu indikator penting dalam pengukuran kematangan digital suatu negara. Oleh 

karena itu, dalam upaya penguatan kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025, pemanfaatan ZBB 

bukan hanya sekadar eksperimen metodologis, melainkan bagian integral dari strategi 

transformasi pemerintahan digital dan penguatan daya saing nasional dalam era digitalisasi 

global. 

Selain menjadi pendekatan yang efisien, ZBB juga berkontribusi dalam memperkuat 

budaya evaluatif dalam birokrasi, di mana setiap pengeluaran harus dikaitkan langsung dengan 

kinerja, hasil, dan relevansi program terhadap tujuan strategis instansi pemerintah. Hal ini 

menjadikan ZBB lebih dari sekadar metode teknis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan 

governance reform dan value for money (Allen & Tommasi, 2021). Dengan pendekatan ZBB, 

proses perencanaan tidak lagi bertumpu pada preseden historis, tetapi berorientasi pada hasil 

(result oriented budgeting) dan pemetaan kebutuhan aktual masyarakat berbasis data lapangan. 

Lebih lanjut, digitalisasi sistem perencanaan dan penganggaran, seperti penerapan 

Integrated Financial Management Information System (IFMIS), telah diakui oleh IMF (2023) 

sebagai prasyarat krusial untuk mendukung keberhasilan ZBB. Tanpa sistem digital yang 

mampu merekam kebutuhan, indikator kinerja, dan hasil evaluasi secara terintegrasi, ZBB 

berpotensi menjadi beban administratif tambahan tanpa menghasilkan perbaikan nyata dalam 

efisiensi fiskal. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi vertikal dan horizontal antar sistem, 
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termasuk antara SIPD (daerah), SAKTI (instansi pusat), dan SPAN (bendahara negara), agar 

ekosistem perencanaan dan pelaporan anggaran dapat berjalan secara real-time dan berbasis 

bukti. 

Dalam konteks layanan imigrasi, pengembangan sistem e-Visa bukan hanya soal 

pembaruan teknologi, tetapi juga representasi transformasi tata kelola lintas sektor, di mana 

anggaran, regulasi, dan pelayanan publik harus bergerak secara simultan dan berbasis 

kebutuhan riil. Studi dari Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham (2024) menunjukkan 

bahwa dalam proses pengembangan e-Visa, penggunaan pendekatan ZBB membantu tim 

anggaran memprioritaskan investasi pada pengamanan siber, integrasi database lintas 

kementerian, serta pelatihan teknis staf yang selama ini kurang diperhatikan dalam skema 

anggaran tradisional. 

Tidak hanya di sektor imigrasi, sektor pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan 

potensi besar dalam penerapan ZBB. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mulai menerapkan prinsip ZBB dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

berbasis kebutuhan aktual sekolah yang terdigitalisasi melalui sistem ARKAS dan SIPLah 

(Kemendikbudristek, 2023). Dengan pendekatan ini, sekolah dapat merancang kebutuhan 

belanja berdasarkan kondisi riil, bukan berdasarkan template historis yang bersifat seragam. 

Sebagai pelajaran internasional, studi dari Government of South Korea (2022) 

memperlihatkan bahwa penerapan Digital Zero Based Budgeting Framework dalam proyek-

proyek e-government mereka memberikan penghematan fiskal hingga 15% di sektor pelayanan 

publik digital selama dua tahun berturut-turut. Hal ini dimungkinkan karena proses ZBB 

mereka didukung oleh AI-driven budget simulator dan citizen feedback loop melalui platform 

GovData. 

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh World Bank (2023), keberhasilan ZBB dalam 

konteks digitalisasi juga sangat dipengaruhi oleh political will, reformasi kelembagaan, dan 

stabilitas peraturan penganggaran. Tanpa adanya kejelasan regulasi teknis, pelatihan sumber 

daya manusia, dan keselarasan antarunit kerja, implementasi ZBB berisiko terjebak dalam 

birokratisasi baru. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menyusun roadmap nasional 

ZBB yang tidak hanya teknis, tetapi juga bersifat lintas sektoral, melibatkan Bappenas, 

Kemenkeu, KemenPAN-RB, dan instansi teknis lainnya. 

Lebih jauh, laporan McKinsey Global Institute (2024) menyarankan agar ZBB dalam 

sektor publik di negara berkembang diintegrasikan dengan prinsip agile budgeting yakni sistem 

penganggaran adaptif yang memungkinkan fleksibilitas realokasi anggaran berdasarkan 

dinamika kebutuhan publik. Pendekatan ini selaras dengan semangat mid-year review dan 
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realokasi berbasis output, yang saat ini sedang didorong oleh Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA) Kementerian Keuangan dalam reformasi APBN 2025. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk 

menganalisis penerapan Zero Based Budgeting (ZBB) dalam manajemen anggaran tahun 2025, 

khususnya di sektor keimigrasian, pendidikan, dan administrasi kependudukan, sesuai anjuran 

Creswell & Poth (2021) untuk penggalian fenomena mendalam. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan kunci (misalnya, 

pejabat DJA, Bappenas, Ditjen Imigrasi, auditor internal BPKP) menggunakan panduan dari 

Allen & Tommasi (2021) dan Robinson (2022), serta observasi non-partisipatif pada proses 

anggaran daring (e-budgeting, SAKTI, SIPD). Studi pustaka dari laporan seperti OECD 

(2023), UN DESA (2022), dan IMF (2023) juga memperkuat pemahaman. Analisis data 

dilakukan secara tematik dengan content analysis dan coding manual menggunakan perangkat 

lunak (NVivo/ATLAS.ti), merujuk model PEFA (2023) serta prinsip adaptive budgeting dan 

digital governance (McKinsey, 2024). Validitas dan konsistensi temuan dijamin melalui 

triangulasi data, member checking, dan peer debriefing dengan pakar (BPKP, 2023), sambil 

mempertimbangkan faktor eksternal dan membandingkan dengan studi internasional dari 

Singapore Ministry of Finance (2022). Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ZBB di 

negara berkembang dan memberikan masukan strategis bagi kebijakan di Indonesia. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas Penerapan Zero Based Budgeting (ZBB) dalam Meningkatkan Efisiensi 

Anggaran Tahun 2025 

Penerapan Zero Based Budgeting (ZBB) pada manajemen anggaran tahun 2025 

menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran di beberapa 

unit kerja pemerintahan yang menjadi fokus studi ini. Dari hasil analisis dokumen dan laporan 

kebijakan, terlihat bahwa ZBB mendorong setiap unit kerja untuk melakukan penilaian 

kebutuhan secara kritis dan sistematis, mulai dari nol tanpa bergantung pada anggaran tahun 

sebelumnya. Hal ini mengakibatkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran, mengurangi 

pengeluaran yang tidak perlu, dan meningkatkan penggunaan sumber daya secara optimal. 

Menurut Nugroho (2021), pendekatan ZBB efektif dalam mengeliminasi anggaran berlebih dan 

mengarahkan dana ke program yang benar-benar prioritas, sebuah temuan yang konsisten 

dengan data yang ditemukan dalam penelitian ini. 
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Dalam penerapannya, setiap pos pengeluaran harus dilengkapi dengan justifikasi yang 

rinci dan berbasis analisis kebutuhan. Proses ini memperkuat aspek transparansi dan 

akuntabilitas dalam penganggaran, yang secara langsung berkontribusi pada efisiensi. 

Bappenas (2023) juga menegaskan bahwa penggunaan ZBB harus dibarengi dengan sistem 

informasi yang handal agar data kebutuhan dan alokasi anggaran dapat diakses dan dievaluasi 

secara real-time. Dalam konteks ini, integrasi antara ZBB dan teknologi digital, seperti sistem 

e-budgeting berbasis cloud, menjadi kunci sukses penerapan ZBB di era transformasi digital. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila unit kerja yang telah mengadopsi teknologi 

pendukung menunjukkan peningkatan efisiensi anggaran yang signifikan. 

 

Tabel 1. Perbandingan Efisiensi Anggaran Antara Metode Anggaran Tradisional dan 

Penerapan ZBB 

Unit Kerja 

Anggaran Tahun 

2024 (Metode 

Tradisional) 

Anggaran Tahun 

2025 (ZBB) 
Penghematan (%) 

Direktorat Imigrasi Rp 150 Miliar Rp 120 Miliar 20% 

Dinas Pariwisata Rp 80 Miliar Rp 62 Miliar 22,5% 

Kementerian 

Kominfo 
Rp 200 Miliar Rp 170 Miliar 15% 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa semua unit kerja yang menerapkan ZBB mengalami 

penurunan signifikan pada jumlah anggaran yang dialokasikan tanpa mengorbankan kualitas 

pelayanan. Penghematan anggaran yang berkisar antara 15% hingga 22,5% ini menunjukkan 

efektivitas ZBB dalam mengeliminasi pemborosan dan mengarahkan dana ke prioritas utama. 

Hasil ini mengonfirmasi temuan Nugraheni (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan ZBB 

dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan apabila didukung oleh sistem digitalisasi yang 

memadai. 

Namun, meskipun efisiensi fiskal menjadi salah satu keunggulan utama dari Zero Based 

Budgeting (ZBB), implementasinya di lingkungan birokrasi tidak lepas dari berbagai tantangan 

struktural, teknis, dan kultural yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama 

adalah tingginya intensitas waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran 

dari nol. Dibandingkan metode inkremental yang hanya menyesuaikan anggaran tahun 

sebelumnya, ZBB menuntut seluruh unit kerja untuk melakukan justifikasi menyeluruh 

terhadap setiap pos belanja, dari tahapan perencanaan hingga pengalokasian. Proses ini 
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menuntut tingkat ketelitian dan koordinasi antardivisi yang lebih tinggi, serta ketersediaan data 

kebutuhan yang akurat dan terstandar (Allen & Grigoli, 2022). 

Di sisi teknis, kapasitas sumber daya manusia menjadi titik krusial dalam penerapan ZBB. 

Aparatur negara perlu dibekali dengan keterampilan dalam analisis kebutuhan berbasis data, 

penguasaan sistem e-budgeting, dan kemampuan menyusun indikator kinerja yang terukur. 

Seperti yang diungkapkan oleh Setyawan (2022) dan Susanto & Dewi (2023), masih banyak 

satuan kerja yang mengalami kesulitan dalam mengadopsi pendekatan analitis yang menjadi 

inti dari ZBB, baik karena keterbatasan pelatihan, minimnya akses data, maupun resistensi 

terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ZBB bukan hanya bergantung 

pada regulasi, tetapi juga pada investasi jangka panjang dalam pengembangan kapasitas ASN. 

Peningkatan kebutuhan pelatihan ini telah disadari oleh berbagai instansi, misalnya 

melalui program Digital Fiscal Academy oleh Kementerian Keuangan (2024) yang bertujuan 

untuk melatih pegawai dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja dan teknologi digital. 

Namun, inisiatif seperti ini perlu diperluas dan diintegrasikan lintas kementerian/lembaga agar 

ekosistem ZBB benar-benar bisa tumbuh secara nasional. 

Dari perspektif tata kelola publik, ZBB mendorong perubahan paradigma dalam budaya 

birokrasi. Karena setiap unit kerja diwajibkan mempertanggungjawabkan setiap komponen 

anggarannya, muncul budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Hal 

ini sangat relevan dengan misi reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional 

sebagaimana tertuang dalam Indonesia Digital Vision 2045 dan dokumen strategis Kominfo 

(2024), yang menekankan bahwa digitalisasi anggaran bukan hanya soal teknologi, melainkan 

juga pembentukan tata kelola yang bersih dan partisipatif. 

Selain itu, ZBB berperan penting dalam pencegahan praktik pemborosan, mark-up 

anggaran, dan alokasi yang tidak sesuai prioritas. Dengan memaksa organisasi untuk memulai 

perencanaan dari nol, ruang untuk manipulasi anggaran menjadi lebih sempit karena setiap 

pengeluaran harus disertai argumentasi berbasis kebutuhan aktual. OECD (2023) bahkan 

mencatat bahwa ZBB jika diterapkan dengan baik dapat menurunkan risiko korupsi anggaran 

dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. 

Namun demikian, tantangan kelembagaan juga tak bisa diabaikan. Struktur organisasi 

yang masih hierarkis dan prosedural dapat menghambat fleksibilitas yang dibutuhkan dalam 

ZBB. Di banyak kasus, keputusan anggaran masih sangat sentralistik, sehingga inisiatif dari 

unit pelaksana di lapangan sering kali tidak terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, 

pendekatan ZBB harus diiringi dengan desentralisasi fiskal yang sehat dan peningkatan 

kapasitas pengambilan keputusan di level menengah dan bawah. 
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Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa penerapan ZBB tidak berhenti pada aspek 

administratif, perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi. Sistem 

pelaporan berbasis real-time dashboard yang mengintegrasikan data output dan outcome 

program sangat penting agar proses justifikasi anggaran tidak berhenti pada input belanja 

semata. Pengalaman Korea Selatan dan Estonia dalam penggunaan sistem digital untuk 

memantau kinerja anggaran menunjukkan bahwa ZBB akan lebih efektif jika didukung oleh 

sistem pengawasan elektronik yang kuat dan partisipasi publik yang tinggi (Government of 

Estonia, 2023; Korea Ministry of Economy and Finance, 2022). 

Dengan demikian, ZBB bukan sekadar metode teknis penganggaran, melainkan 

instrumen reformasi menyeluruh yang menyentuh aspek budaya kerja, struktur organisasi, 

hingga mekanisme akuntabilitas publik. Keberhasilan implementasinya membutuhkan sinergi 

antara regulasi, digitalisasi sistem, penguatan SDM, serta keberanian politik untuk 

meninggalkan zona nyaman birokrasi tradisional. 

 

Integrasi Zero Based Budgeting dengan Transformasi Digital dalam Sektor Publik 

Transformasi digital dalam sektor publik merupakan agenda strategis nasional yang 

menjadi fondasi penting dalam mempercepat pencapaian good governance, efisiensi fiskal, dan 

pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, 

pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB) muncul sebagai solusi komplementer yang mampu 

memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan negara. Seiring dengan berkembangnya teknologi 

informasi, integrasi antara ZBB dan sistem digital menjadi tidak hanya relevan, melainkan 

sangat mendesak untuk diterapkan secara luas, terutama menghadapi kompleksitas kebijakan 

publik dan tekanan efisiensi fiskal pada tahun 2025. 

Kominfo (2024) menyatakan bahwa “transformasi digital nasional harus didukung oleh 

sistem manajemen keuangan yang berbasis data dan transparan, yang dapat menjamin 

akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran”. Pernyataan ini menegaskan bahwa ZBB 

dan digitalisasi anggaran merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus dibangun secara 

simultan. Pendekatan penganggaran yang dimulai dari nol sangat bergantung pada ketersediaan 

data kebutuhan, analisis berbasis bukti, dan proses evaluasi program yang real time elemen-

elemen yang hanya dapat dicapai melalui dukungan infrastruktur digital yang andal. 

Salah satu wujud integrasi tersebut adalah penggunaan sistem informasi manajemen 

anggaran berbasis cloud computing dan e-budgeting. Sistem ini mempermudah proses 

perencanaan, verifikasi, dan evaluasi anggaran berbasis data aktual secara berkesinambungan. 

Nugraheni (2022) menggarisbawahi bahwa sistem digital berbasis cloud memfasilitasi unit 
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kerja dalam mengakses data kebutuhan dan kinerja program secara efisien. Ini sangat krusial 

bagi ZBB yang mensyaratkan evaluasi dari nol atas setiap pos anggaran tanpa bergantung pada 

histori belanja sebelumnya. Selain itu, digitalisasi ini meningkatkan inklusivitas karena 

memungkinkan masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas untuk mengakses informasi 

anggaran dan memberikan umpan balik, sebagaimana dianjurkan dalam Open Government 

Partnership (OGP, 2023). 

Implementasi e-budgeting juga telah menjadi pilar penting dalam reformasi fiskal di 

berbagai negara. Studi UNESCAP (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang 

mengintegrasikan sistem digital dengan kerangka ZBB mengalami peningkatan transparansi 

hingga 30% dan efisiensi belanja publik sebesar 18% dalam tiga tahun. Sistem serupa mulai 

diterapkan di Indonesia melalui platform seperti SAKTI untuk instansi pusat dan SIPD untuk 

daerah. Namun, untuk memastikan keberhasilan ZBB, sistem ini harus diperkuat dengan modul 

analisis kebutuhan dan pelaporan kinerja yang lebih adaptif dan preskriptif. 

Transformasi digital juga berperan penting dalam menyederhanakan proses kompleks 

yang biasanya menjadi kendala utama dalam ZBB, seperti proses peninjauan menyeluruh 

terhadap kebutuhan program dan penetapan prioritas anggaran. Teknologi seperti big data 

analytics, machine learning, dan dashboard fiscal monitoring memungkinkan pengambil 

kebijakan untuk mengidentifikasi program yang tidak efisien, menyusun proyeksi pengeluaran 

berbasis pola historis, dan merespons dinamika sosial-ekonomi secara cepat. OECD (2023) 

menempatkan kemampuan penggunaan analitik data sebagai indikator utama kematangan 

sistem penganggaran modern dalam Digital Government Index. 

Pemerintah juga dapat memanfaatkan predictive analytics untuk merancang skenario 

kebijakan fiskal berdasarkan simulasi berbagai variabel, seperti inflasi, harga komoditas, atau 

perubahan regulasi. Model ini mendukung pendekatan evidence based budgeting yang sangat 

selaras dengan prinsip ZBB. Menurut laporan McKinsey (2024), penggunaan AI-driven budget 

planning tools di sektor publik mampu meningkatkan akurasi estimasi kebutuhan anggaran 

hingga 45%, sekaligus mengurangi budget misallocation. 

Namun demikian, berbagai tantangan struktural dan teknologis masih membayangi 

integrasi ini. Ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah, keterbatasan literasi digital 

aparatur sipil negara (ASN), serta regulasi anggaran yang belum sepenuhnya fleksibel dan 

adaptif terhadap inovasi. Kusuma (2021) menyebutkan bahwa banyak pemerintah daerah 

masih belum memiliki sistem informasi fiskal yang terintegrasi, menyebabkan keterlambatan 

dalam adopsi sistem ZBB yang digital. Hal ini diperparah oleh adanya budaya birokrasi yang 

cenderung hierarkis dan resistif terhadap pembaruan teknologi. 
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Diperlukan strategi integratif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan 

kultural. Strategi ini mencakup (1) pembangunan infrastruktur teknologi informasi secara 

merata, (2) pelatihan intensif bagi ASN dalam literasi digital dan penyusunan anggaran 

berbasis kinerja, (3) penyusunan regulatory sandbox untuk pengujian inovasi kebijakan fiskal, 

serta (4) insentif bagi unit kerja yang berhasil menerapkan ZBB secara inovatif dan efektif. 

Kominfo (2024) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh 

sinergi lintas sektor dan komitmen politik yang konsisten. 

Sebagai kesimpulan, integrasi Zero Based Budgeting dengan transformasi digital 

merupakan pendekatan modern yang menjanjikan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan 

ketanggapan sistem anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. Jika diimplementasikan dengan 

baik, pendekatan ini dapat menjadi katalisator utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan 

negara yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memiliki peluang 

besar untuk menjadikan ZBB sebagai bagian dari reformasi digital yang bersifat struktural dan 

berdampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan Zero Based Budgeting (ZBB) pada manajemen anggaran 2025 merupakan 

reformasi strategis untuk efisiensi fiskal dan transparansi keuangan negara. ZBB mendorong 

penggunaan anggaran yang tepat sasaran, terukur, dan responsif. Integrasinya dengan 

infrastruktur digital seperti e-budgeting dan data analytics mempercepat pengambilan 

keputusan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi publik. Namun, 

implementasi ZBB menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas SDM, ketimpangan 

infrastruktur digital, dan resistensi birokrasi. Keberhasilan ZBB bergantung pada sinergi 

teknologi, budaya kerja, dan kebijakan. Untuk itu, disarankan fokus pada peningkatan kapasitas 

SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital merata terutama di 

daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), reformasi regulasi dan budaya birokrasi agar 

lebih adaptif dan berbasis kinerja, serta kolaborasi antar-lembaga dan partisipasi pemangku 

kepentingan demi transparansi dan akuntabilitas. 
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